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KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NoMoR rrTtegUN2o23

TENTANG

STANDAR PEI,AYANAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pel,aksanaan tugas

dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kota Yoryakarta kepada masyarakat

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat,

mudah, terjangkau dan terukur, maka perlu

menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Walikota tentang Standar Pelayanan Pada Bagran

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota

Yograkarta.

Mengingat I Undang-Undang Nomor 16 Tahun f95O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogia}arta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja;

c



3

4

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09

tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan hesiden Nomor 12 Tahun

2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117 Tahun 2O2l

tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota yoryakarta

Nomor 61 Tahun 2O22 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yograkarta Nomor lI7 Tahr:n 2O2l
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yograkarta.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN

PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRET!{RIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Menetapkan standar peLayanan pada Bagian pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota yogzakarta dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Walikota ini.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diterapkan dan dilaksanakan oleh Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota
Yograkarta dan berfungsi sebagai acuan dalam penilaian
kineq'a pelayanan.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA Keputusan Wa-likota ini
ditetapkan.

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Yograkarta
pada tansgal, 2 Februrri 2O2l

YOGYAKARTA,

I



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR1l7 TAHUN2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

YOGYAKARTA

A. Pendahuluan

Bagan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yoryakarata berkedudukan

di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Daerah Kota

Yoryakarta yang meliputi:

1. T\rgas dan Fungsi Organisasi:

a. Tlrgas:

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas

melaksanalan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian perumusan kebljakan Daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pel,aksanaan pemantauan

dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa,

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan

secara elehronik.

b. Fungsi:

1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

2l pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

3) pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan

Pengadaan Barang/ Jasa;

4) pelaksanaan pendampingan, konsr.rltasi dan/atau

bimbingan teknis Pengadaan Barang/ Jasa;

5) pengoordinasian perencan€ran program kegiatan Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa;

6) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang

dal jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

STANDAR PEI,AYANAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKA.RTA



7l pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan

kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan

layanan pengadaan secara elektronik;

8) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara

elelrtronik;

9) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan

barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa,

dan layanan pengadaan secara elektronik;

10) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi,

dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

11) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi,

sistem pengendalian intemal pemerintah, zona integritas,

ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa;

12) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

13) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan Bagran Pengadaan Barang dan Jasa;

14) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian,

evaluasi, dan penyusunan laporan;

15) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan

fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

16) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan,

keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

dan

17) pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



2. Susunan Organisasi:

Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat

Daerah Kota Yograkarta terdiri atas:

a. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik; dan

c. Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Standar Pelayanan yang termuat dalam keputusan ini meliputi:

1. Pelayanan Regristrasi dan Verifrkasi Calon Penyedia Barang/Jasa;

2. Pelayanan Pembuatan Akun Pengguna Anggaran (PA), Kepala

Bagran PBJ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan

(PP) dan Kelompok Kerja Pemilihan (Po\ia Pemilihan) oleh Admin

Agency;

3. Pelayanan Biiding Room;

4. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Tendering);

5. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Pengadaan Langsung);

6. Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa;

7. Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP);

8. Pelayanan Penggunaan dan Pendampingan Permasalahan Aplikasi

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan

9. Pelayanan Penggunaan Fasilitas/Peralatan Pelatihan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



1. Pcla5raaan Regrbtrart rhn Ver{flad Caloa Penyedta Baraag/Jara

a. Dasar Hukum:

l) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2I tentang Pembal..an

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l tentangUnit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor L2 Tahun 2O2l tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

4) Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117 Tahun 2O2l Ter$ang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Ten.tang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 117

Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yoryakarta.

b. Pelayanan Regristrasi dan Verilikasi Calon Penyedia Barang/Jasa:

NO.
KOMPONEN

PENII.AIAN
KETERANGAN

1 Persyaratan Dokumen berbentuk sofiapg berwarna

sesuai asli berformat PDF, dikirimkan

melalui e-m.ail ke lps@ioeiakota.eo.id.

sebagai berikut:

1. formulir keikutsertaan bermaterai Rp

10.ooo,-;

2. formulir penunjukan admin;

3. formulir pendaftaran;

4. dokumen pendukung disesuaikan

dengan Bentuk Usaha yang didaftarkan

htto: / / lose.ioeiakota.so.id /eproc4 / oubl

ik / detil soecial?beritald=42so21: dan



5. untuk permintaan pembahan data,

disertai dengan Surat Permintaan

Perubahan data dan disertai dengan

dokumen pendukung sesuai bentuk

usaha,

http: / /lpse.ioei akota.eo.id /eoroc4 / oubl

ik/ special#

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

b.2

Keterangan Bagan:

a. Penyedia melakukan pendaftaran akun

Penyedia dengan melakukan:

1) mendaftar secara online di uebsite

lpse jogiakota.go.id dan klik menu

"Pendaftaran Penyedia";

2) muncul halaman pendaftaran

sikap.lkpp.go.id, masukkan e-ma

perusahaan dan kode keamanan;

3) buka e-mail perusahaan untuk
melanjutkan pendaftaran pada link
balasan dari admin@lpse.lkpp.so.id;

4) ikuti petunjuk pendaftaran,

pendaftaran online berhasil apabila

pada akhir pendaftaran muncul

keterangan PENDAFTARAN SUDAH

SELESAI;

PENYEDIA

VERIFIKATOR LPSE

VERIFIKASI
PENDAFTARAN

a

b

b. 1

AKUN PENYEDIA AKTIF



5) Penyedia mendapatkan e-mail untuk
melakukan verifikasi di LPSE Kota

Yograkarta.

Penyedia melakukan verifikasi untuk
persetujuan pengaktifan akun LPSE

dengan mengirimkan sofiapg
berwarna sesuai asli ke aJar:tat e-mail

lps@ioqiakota.so.id, terdiri dari:

l) formulir keikutsertaan bermaterai

Rp 1O.OOO,-;

2) formulir penunjukan admin;

3) formulir pendaftaran;

4) berkas pendukung sesuai dengan

bentuk usaha yang didaftarkan

htto: / /lose.ioei so.idleoroc4 /
publik / detil soecial?beritald=4 2502

b. Verifikator LPSE menerima e-mail dan

melakukan verifikasi pendaftaran

Penyedia:

1) pendaftaran akun Penyedia LPSE

diterima jika lengkap dan sesuai

persyaratan;

2l jtka belum lengkap, Penyedia

mendapat e-mail hal apa yang

menjadi kekurangan untuk
dilengkapi kembali.

c. akun agregasi Penyedia otomatis aktif
dan Penyerlia daptlq indi LPSE Kota

Yograkarta dan sikap.lkpp. go.id.

1

3 Jangka Waktu

Penyelesaian
Maksimal I x24 jam (hari dan jam ke{a).

4 Biaya/Tarif Gratis / Tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan User Id dan Passrzrord akun Penyedia

untuk mengakses aplikasi SPSE pada

uebsite lpse jogiakota. go.id



6 Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

pemohon dapat menyampa i kan 5s1s11/

pengaduan melalui:

1) telepon: (0274) 515865 pesawat 264

2l e-mail : lps@ioeiakota.so.id

b. Mekanisme:

1) pemohon menyampaikan aduan

kepada petugas helpd.esh

2) petugas helpdesk menyampaikan

aduan kepa.da Verifikator LPSiE; dan

3) Verifrkator LPSE mempelajari aduan

dan apabila tidak dapat diselesaikan

di Verifrkator LPSE, maka difasilitasi

untuk diselesaikan di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa

(LKPP).

2. Pelayanan Fcmbuataa Atun Fengguaa Anggaran (PAf, Kepala

B.glar P&r, PcJab.t Penbuat Konltmea (PPK|, Fejabat Peagadaan

(PPl dan Kelompot KcrJa Pernlllhrn (PoHa pgrrllllrrrnl oleh A.l-i11
Agetlcy;

a. Dasar Hukum:

l) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O 18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l Tentang Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melatui

Penyedia;



4) Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Terrtang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2O2L tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yograkarta.

b. Pelayanan Pembuatan Akun Pengguna Anggaran (PA), Kepala

Bagian PBJ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan

(PP) dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) oleh Admin

Agency

NO.
KOMPONEN

PENILAIAN
KETERANGAN

I Persyaratan Personil yang mengajukan permohonan

akun harus menyertalan:

a. Surat TUgas/ Surat Keputusan

Penunjukan dari Perangkat Daerah;

b. mengisi formulir pengajuan pembuatan

akun yang dapat diunduh di konten

khusus pada lpse jogiakota.go.id; dan

c. melampirkan Sertilikat Dasar

Pengadaan Barang/ Jasa untuk
pengajuan akun PPK, PP dan Po\ia
Pemilihan.



2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

b.2

f
b.1

c

d

e

Keterangan Bagan:

a. Personil Perangkat Daerah

menyampa.ikan berkas permintaan

pembuatan akun ke Helpdeslc

b. Helpdesk menerima dan memeriksa

kelengkapan:

l) jika berkas lengkap, fronr offie
melaporkan permohonan tersebut

kepada Kepala Bagian PBJ.

2l j*a berkas tidak lengkap, front offe
mengembalikan berkas kepada

personil Perangkat Daerah untuk
dilengkapi.

HELPDESK

CEK
BERKAS

KEPALA BAGIAN PBJ

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN LPSE

ADMIN AGENCY

AKUN SESUAI
PERMINTAAN

PERSONIL PERANGKAT
DAERAH



c. Kepala Bagran PB, memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE untuk
ditindaklanjuti.

d. Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

memberikan disposisi kepada Admin

Agenry untuk ditindaklanjuti.

e. Adm.in Agency menerima disposisi dan

berkas kelengkapan.

f. Admin Agency membuat akun sesuai

dengan permintaan pada aplikasi

SPSE.

c Jangka Walrhr

Penyelesaian

Maksimal I x 24 jan setelah diterimanya

berkas permintaan (hari dan jam kerja).

4 Biaya/Tarif Gratis / Tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan User Id dan password akun sesuai

permintaan.

6 Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Personil Perangkat Daerah dapat

menyampa.ikan saran/ pengaduan

melalui:

1) telepon: (0274) 515865 pesawat 264

2l e-mail : lps@iogiakota.go.id

b. Mekanisme:

l) Pemohon menyampaikan aduan

kepada petugas helfreslg
2) Petugas helpdesk menyampaikan

aduan kepada Admin Agency; dan

3) Admin Agency mempel,ajari dan

menyelesaikan aduan.



3. Pela5ranaa Biddirtg rtrrzq,

a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan Iembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l TentarrgUnit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

4) Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 117 Tahun 2O2l Terrtal:.g

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Tentang

Perubahan atas Perahrran Walikota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yoryakarta.

b. Pelayanan BiiMilry room:

NO. KETERANGAN

1 Persyaratan

KOMPONEN

PENII.AIAN

Pengguna sistem SPSE yang

memanfaatkan fasilitas bidding room

adalah pengguna sistem yang telah

memiliki hak akses sistem SPSE beserta

aplikasi pendukungrrya (User .D dan

Passuordl.



2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

a

d

b&c

Keterangan Bagan :

a. Pengguna sistem SPSE melapor pada

helpdesk dan mengisi buku tamu.

b. Helpdesk memberikan akses fasilitas

biddilts room kepada pengguna sistem

SPSE.

c. Hel$esk mendampingi pengguna

SPSE dalam menyelesaikan

permasalahan sistem SPSE.

d. Pengguna sistem SPSE menggunakan

fasilitas bidding room untuk
melakukan proses e-proanrement

dengan bantuan lelpdesk-

HELPDESK

FASIL]TAS
BIDDING ROOM

Jangka Waku
Penyelesaian

Pelayanan bidding room sesuai kebutuhan

pengguna sistem SPSE setiap hari kerja
pada jam pelayanan:

Senin s/d Kamis : 07.30 - 15.30 WIB

Jum'at : 07.3O - 14.30 WIB

4 Biaya/Tarif Gratis / tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan Penggunaan Fasilitas bidding rcom.

PENGGUNA SPSE

3.



6 Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Pengguna SPSE dapat menyampaikan

saran/ pengaduan melalui:

1) telepon: {02741 5L5865 pesawat 264

2l e-mail : lps@iogfakota.go.id

b. Mekanisme:

1) Pemohon menyampaikan

permohonan/ aduan kepada

petugas helpdeslc,

2) Petugas frort ofie menyampaikan

permohonan/ aduan kepada Sub

Koordinator Pengelolaan LPSE; dan

3) Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

mendelegasikan staf yang ditunjuk /
helpdesk LPSE untuk mempelajari

dan menyelesaikan aduan.

4. Pela5ranan psngadaa! Barerrg errn Jasa le-Teaderhqll;
a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O21 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan l€mb^ga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RalrJrat

Nomor 1O Tahun 2O2l tentalr;g Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi;

4) Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 117 Tahun 2O2l Tentang
Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah
dengal Peraturan Walikota Nomor 6l Tahun 2022 Terrtang

Perubahan atas Peraturan Walkota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota. Yograkarta.



b. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Tendering):

NO.
KOMPONEN

PENII"AIAN
KETERANGAN

1 Persyaratan Surat Permohonan Proses Pemilihan

Pengadaan Barang dan Jasa dari

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dilampiri dengan:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAIQ/

Spesifikasi Teknis;

2. Dokumen Anggaran Belanja (DPA)/

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

yang telah ditetapkan;

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

termasuk Biaya Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan Konstruksi

(SMKI{ pada HPS untuk konstruksi;

4. Rincian nilai Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN);

5. Surat Keputusan Penunjukan PPK;

6. Tatakala;

7. Dokumen Rencana Umum Pengadaan

(RUP);

8. Rancangan Kontrak (Draft Surat

Perjanjian);

9. Syarat-Syarat Ktrusus Kontrak (SSKA,

dan Syarat-Syarat Umum Kontrak

(ssuK);

[Q. lstail Engineering Design (DED)

untuk Pengadaan Konstruksi, Survei

Barang untuk Pengadaan Barang,

Gambar; dan

11. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko

Keselamatan Konstruksi untuk
Pengadaan Konstmksi.



2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

1. OPD/PPKom mengajukan Surat

Permohonan Proses PersiaPan

Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi

Jogia Smart Service (JSS) disertai

dengan kelengkapan dokumen

persiapan pengadaan ke Bagran

Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Pengadministrasian Umum menerima

dan memeriksa kelengkapan berkas

sesuai dengan clec*li.st

a) Jika berkas lengkap, dilanjutkan

dengan melaporkan surat

permohonan tersebut kepada

Kepala Bagian PBJ.

b) Jika berkas tidak lengkap, berkas

dikembalikan kepada OPD/

PPKom untuk dilengkapi.

3. Dilalrukan Reviu Dokumen Persiapan

Pengadaan oleh Tim Reviu Persiapan:

a) Jika reviu belum fmal,

dilanjutkan dengan Reviu

Dokumen Persiapan lanjutan.

b) Jika reviu sudah final,

dilanjutkan Reviu Pemilihan.

4. OPD/PPKom mengajukan Surat

Perrnohonan Proses Pemilihan

Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi

JSS disertai dengan kelengkapan

dokumen pemilihan ke Bagan

Pengadaan Barang dan Jasa;

5. Pengadministrasian Umum menerima

Surat Permohonan Proses Pemilihan

dan meneruskan ke Kepala Bagran

PRI;



6. Kepala Bagian PBJ menerima Surat

Permohonan Proses Pemilihan dan

mendisposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa;

7. Sub Koordinator Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa

memberikan usulan Po\ia Pemilihan

ke Kepala Bagian PBI;

8. Kepala Bagran PBI menetapkan Po\ia

Pemilihan;

9. Po\ia Pemilihan melaksanakan proses

pemilihan; dan

1O. Setelah proses pemilihan selesai,

dilanjutkan dengan proses pelimpahan

kembali ke OPD/PPKom.
e Jangka Wal<tu

Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian proses

pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pemerintah adalah:

1. 7 (tujuh) hari untuk penerimaan surat

permohonan proses persiapan

pengadaan barang/jasa sampai

dengan proses reviu dokumen

persiapan pengadaan barang/jasa.

2. 2 (dual hari untuk proses penerimaan

surat permohonan pemilihan sampai

dengan penetapan po\ia pemilihan.

3. Proses Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Pemerintah dari

Pengumuman sampai dengan

penyampaian Berita Acara Hasil

Pemilihan (BAHP):

a. Tender: 30 (tiga puluh) Hari Kerja

(HK);

b. Seleksi: 55 (lima puluh lima) Hari

Kerja (HK)



c. Tender Cepat: 1O (sepuluh) Hari

Kerja (HK)

b. 2 (dua) hari untuk proses pelimpahan

kembali ke OPD/PPKom.

4 Biaya/Tarif Gratis/ Tidak Dipungut Biaya.

5 Produk Pelayanan

6 Pengelolaan

Pengaduan

Penanganan aduan akan diteruskan

kepada Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) yaitu Inspelrtorat Kota

Yograkarta.

5. Pela5ranan Penga&an BatanS dan Jasa lePengadaant La rysurtgl;
a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaim4l4 telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat

Nomor 10 Tahun 2O2I tentar:lg Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstmksi;

4) Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117 Tahun 2O2l Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 6l Tahun 2022 Terrtang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yoryakarta;Peraturan Walikota

Yograkarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia

Jasa l"ainnya Orang Perseorzrngzrn.

Pemenang Pengadaan Barang/ Jasa.



b. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (e-Pengadaan Langflngl:

NO.
KOMPONEN

PENII,AIAN
KE"IERANGAN

Persyaratan Surat Permohonan Proses Pengadaan

Langsung Barang dan Jasa dari OPD

rlilampiri:

1. KAK / SpesifikasiTeknis;

2. DPA/RKA yang telah ditetapkan;

3. HPS termasuk Biaya Penerapan SMKK

pada HPS untuk konstmksi;

4. Rincian nilai TKDN;

5. Surat Keputusan Penunjukan PPK;

6. Tatakala;

7. DokumenRUP;

8. Rancangan Kontrak (Draft Surat

Perjanjian);

9. Syarat Umtrm Surat Perintah Kerja

(SUSPK);

lO. DED untuk Pengadaan Konstruksi,

Survei Barang untuk Pengadaan

Barang, Gambar; dan

11. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko

Keselamatan Konstruksi untuk
Pengadaan Konstruksi.

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

1. OPD mengajukan Surat Permohonan

Proses Pengadaan l^angsung

Barang/Jasa melalui aplikasi JSS

disertai kelengkapan dokumen ke

Bagran Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Pengadministrasian Umum menerima,

memeriksa, melaporkan permohonan

tersebut dan diteruskan kepada Kepala

Bagian PB,I;

1



3. Kepala Bagian PBJ menerima Surat

Permohonan Pengadaan Langsung dan

diteruskan kepada Sub Koordinator

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa untuk diproses sesuai ketentuan;

4. Pejabat Pengadaan mel,akukan proses

Pemilihan Pengadaan l,angsung

sampai dengan penetapan pemenang;

5. Setelah proses pemilihan selesai,

dilakukan proses pelimpahan kembali

ke OPD/PPKom.

3 Jangka WaIfir
Penyelesaian

Jangka walrhr penyelesaian proses

pengadaan langsung:

1. 1 (satu) hari untuk penerimaan Surat

Permohonan Proses Pengadaan

l,angsung Barang/Jasa dan

pemeriksaan dokumen kelengkapan

oleh Pengadrninistrasian Umum.

2. I (satu) hari untuk proses penerimaan

Surat Permohonan Pengadaan

Langsung oleh Kepala Bagian PBJ dan

ditemskan kepada Sub Koordinator

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa untuk merekomendasikan

Pejabat Pengadaan.

3. 1 (satu) hari untuk PA menetapkan

Pejabat Pengadaan dan melimpahkan

paket Pengadaan Langsung.

4. 3 (tiga) Hari unh:k pelaksanaan

pengadaan langsung sampai dengan

pengumuman pemenang.

5. 1 (satu) hari untuk proses pelimpahan

kembali ke OPD/PPKom.

4 Biaya/Tarif

5 Produk Pelayanan Pemenang Pengadaan Langsung.

6 Pengelolaan

Pengaduan

Penanganan aduan akan diteruskan

kepada APIP Inspektorat Kota Yoryalarta).

Gratis/Tidak Dipungut Biaya.



6. Pelayanan l(onsultast Peap&an BaraEg dan Jasa

a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahr:n 2O18 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O21 ten.tarrg Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l tentangUnit Kefa Pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

4) Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Tentang

Pembahan atas Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2O2l terrtang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yoryakarta.

b. Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa:

NO.
KOMPONEN

PENILAIAN
KETERANGAN

1 Permohonan

Barang/Jasa

Konsultasi Pengadaan

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

a

b

d

c

PENGGUNA

KEPALA
BAGIAN PBJ

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN LPSE

Persyaratan

HELPDESK



Keterangan Bagan :

a. Pengguna mengajulan permohonan

konsultasi ke Helpdesk;

b. Helpdesk menerima, memeriksa dan

melaporkan permohonan konsultasi

kepada Kepala Bagian PBI;

c. Kepala Bagran PBJ memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE;

d. Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

menelaah permohonan konsultasi dan

melaksanakan konsultasi.

J Jangka Wakru

Penyelesaian
Disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya/Ta.rif Gratis / Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan Konsultasi,

penarng€rnan

barang/jasa.

pendampingan dan

permasalahan pengadaan

6 Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Pemohon dapat menyampaikan

saran/pengaduan melalui Surat

Tertulis kepada Kepala Bagian PBJ

Setda Kota Yograkarta beralamat di

Jalan Kenari Nomor 56 Kota

Yoryakarta.

b. Mekanisme:

1) Pemohon menyampaikan aduan

kepada petugas Helpdes/q'

2) Petugas Helpdesk menyampaikan

aduan kepada Kepala Bagian PRI;

3) Kepala Bagran PB.I memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE; dan

4.

5.



4) Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

mempelqiari aduan, apabila tidak

dapat diselesaikan di tingkat Sub

Koordinator Pengelolaan LPSE,

mal<a diselesaikan di tingkat Kepala

Bagian PB,J.

7. Pelayaaan Konsultesl Slsten ldornast Roncana Urnun pengadean

(srRrrPl

a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tent"ang perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2olg tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor lO Tahun 2O2l tentangUnit Ke{a pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan kmbaga Kebiiakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l tentang pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melatui
Penyedia;

4) Peraturan Walikota yograkarta Nomor 117 Tahun 2O2l Terrtang
Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Nomor 6l Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas peraturan Walikota yogra}arta Nomor Il7
Tahun 2O2l tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota yoryakarta.



b. Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(srRUP):

KETERANGANNO.
KOMPONEN

PENII,AIAN

Permohonan Konsultasi SIRUP.1 Persyaratan

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur

Keterartgan Bagan :

a. Pemohon mengajukan permohonan

konsrrltasi ke Helpd.eslq

b. Helpdesk menerima, memeriksa dan

melaporkan permohonan konsultasi

kepada Kepala Bagian PBJ;

c. Kepala Bagran PBJ memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE;

d. Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

menelaah permohonan konsultasi dan

memberikan disposisi kepada Tim
Teknis LPSE; dan

e. Tim Teknis LPSE melaksanakan

konsultasi SIRUP.

PEMOHON HELPDESK

KEPALA
BAGIAN PBJ

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN LPSE

TIM TEKNIS LPSE

a

e c

d

b



3 Jangka Waktu

Penyelesaian

Disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya/Tarrt Gratis / Tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan Konsultasi, pendampingan

penanganan permasalahan SIRUP.

dan

Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Pemohon dapat menyampaikan saran /
pengaduan melalui:

l) telepon: (02741 515,865 pesawat 264

2l e-mail : lps@iogiakota.go.id

b. Mekanisme:

1) Pemohon menyampaikan aduan

kepada petugas febdedq
2) Petugas hel$esk menyampaikan

aduan kepada Kepala Bagian PBJ;

3) Kepala Bagian PBJ memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE; dan

4) Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

mempelajari aduan, Apabila tidak

dapat diselesaikan di tingkat Sub

Koordinator Pengelolaan LPSE,

maka diselesaikan di tingkat Kepala

Bagian PBJ.

8. Pelayanra Penggunaer den Fer&npingan Pcrnasalahan Aptitast
SPSE

a. Dasar Hukum:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan Iembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l terrtang Unit Ke{a Pengadaan

Barang/Jasa;

4.

6.



3) Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2I tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui

Penyedia;

4) Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peratural Walikota Nomor 61 Tahun 2O22 Teatang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yograkarta Nomor 117

Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yograkarta.

b. Pelayanan Penggunaan dan Pendampingan Permasalahan Aplikasi

SPSE:

NO.
KOMPONEN

PENII.AIAN
KETERANGAN

1 Persyaratan Laporan/pemyataan

aplikasi SPSE.

permasalahan

c Sistem, mekanisme
dan prosedur

a

b

b.2

c

c.2

Keterangan Bagan :

a. Penggrrna melaporkan permasalahan

melalui LPSE Support / telepn / e-mail/

datang langsung ke helfiesrc'

PENGGUNA HELPDESK

b. 't

CEK
MASALAH

ADMIN PPE

CEK
MASALAH

HELPDESK
DIREKTORAT

d



b. Helpdesk melakukan analisa terhadap

permasalahan teknis:

1) Jika permasalahan teknis dapat

diselesaikan, maka helpdesk akan

menyelesaikan permasalahan.

2l Jtka permasalahan teknis tidak

dapat diselesaikan, maka helpdesk

akan melaporkan kepada admin Alat

Pelindung Drrr/ Personol Protediue

@tipment(PPE).
c. Admin PPE melalrukan analisa terhadap

permasalahan teknis :

1) Jika permasalahan teknis dapat

diselesaikan, maka Admin PPE akan

menyelesaikan permasalahan.

2l Jika. permasalahan teknis tidak
dapat diselesaikan, maka Admin

PPE akan melaporkan kepada

Helpdesk Direlrtorat Pengembangan

SPSE LKPP RI.

3| Helpdesk Dtektorat Pengembangan

SPSE LKPP RI menyelesaikan

permasalahan teknis.
a Jangka Walfir

Penyelesaian

Dilakukan secepat mungkin dan batas
waktu paling lambat 2 x24 jalla (hari dan
jam kerja), apa.bila kendala tersebut tidak
perlu dieskalasi ke llepdesk Direlrtorat
Pengembangan SPSE LKPP RI.

4 Biaya/Tarif Gratis / Tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan Pendampingan dan penangan.rn

permasalahan aplikasi SPSE.



6 Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Pemohon dapat menyampa.ikan

saran/pengaduan melalui Surat

Tertulis I e-mail kepada Kepala Bagan

Pengadaan Barang dan Jasa Setda

Kota Yoryakarta Jalan Kenari Nomor

56 Kota Yoryakarta.

b. Mekanisme:

1) Pemohon menyampaikan aduan

kepada petugas Helpdeslq

2) Petugas Helpdesk menyampaikan

aduan kepada Kepala Bagian PBI;
3) Kepala Bagran PBJ memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE; dan

4) Sub Koordinator Pengelolaan LpSE

mempelajari aduan, Apabila tidak
dapat diselesaikan di tingkat Sub

Koordinator Pengelolaan LPSE, maka

diselesaikan di tingkat Kepala

Bagian PEJ.

9. Pelayaaan Penggunaan Fastlttas/Feralataa polatiLaa LpSE;
a. Dasar hukum:

l) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2L tentang perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) Peraturan kmbaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor lO Tahun 2O2l tentang Unit Kerja pengadaan

Barang/Jasa;

3) Peraturan l.emboga Kebdakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2t tentang pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui
Penyedia;



4) Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor I 17 Tahun 2O2l Tentang

Pedoman Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yoryakarta Nomor 117

Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Kota Yoryakarta.

b. Pelayanan Penggunaan dan Pendampingan Permasalahan Aplikasi

SPSE:

NO.
KOMPONEN

PENII,AIAN
KE"IERANGAN

1 Persyaratan Permohonan Penggunaan

Peralatan Pelatihan LPSE.

Fasilitas/

2 Sistem, mekanisme
dan prosedur a

d

c

Keterangan Bagan:

a. Pemohon mengajukan permohonan

penggunaan fasilitas/ peralatan

pelatihan ke helpdeslq

b. Helpdesk menerima, memeriksa dan

melaporkan permohonan konsultasi

kepada Kepala Bagian PBJ;

c. Kepala Bagian PBJ memberikan

disposisi kepa.da Sub Koordinator

Pengelolaan LPSE;

PENGGUNA HELPDESK

KEPALA
BAGIAN PBJ

SUB KOORDINATOR
PENGELOLAAN LPSE

b



d. Sub Koordinator Pengelolaan LPSE

menelaah permohonan penggunaan

fasilitas/ peralatan pelatihan dan

dapat memberikan disposisi kepada

Tim Teknis LPSE;

e. Tim Teknis LPSE melaksanakan

Pelatihan, konsr.rltasi, pendampingan

dan penggunaan/ pemanfaatan

fasilitas/ peralatan LPSE.

3 Jangka

Penyelesaian

Waktu Disesuaikan dengan kebutuhan.

4 Gratis / Tidak dipungut biaya.

5 Produk Pelayanan Pelatihan, konsultasi, pendampingan dan

penggunaan/ pemanfaatan fasilitas/
peralatan LPSE.

Pengelolaan

Pengaduan

a. Media:

Pemohon dapa.t menyampaikan

saran / pengaduan melalui:

l) telepon: (0274) 5f5865 pesawat 264

2) ditindaklanjuti dengan Surat

Tertulis kepada:

a) Kepala Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Setda Kota

Yoryakarta beralamat di Jalan
Kenari Nomor 56 Kota

Yograkarta

bl e-mail : lp@iogiakota.go.id

cl e-offte : jssjogiakota.go.id

b. Mekanisme:

I,f Pemohon menyampaikan

permohonan kepa.da Kepada Kepala

Bagian PBJ melalui petugas

ftr,tpdesfu

2l Kepala Bagran PEIJ memberikan

disposisi kepada Sub Koordinator

Pengelolaan LPSiE;

Biaya/Tarif

6.



tor Pengelolaan LpSE

mendelegasikan staf yang ditunjuk/
Helpdesk LPSE untuk mempelajari

dan menyelesaikan permohonan/

aduan; dan

a) Sub Koordinator Pengelolaan LpSE

mempelajari permohonan, apabila
tidak dapat diselesaikan di tingkat
Sub Koordinator Pengelolaan LpSE,

maka diselesaikan di tingkat Kepala

Bagian PB.J.

3) Sub Koordina

Pj


